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Abstrak
 

Keseriusan hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam pergaulan akan memgantarkan mereka pada

suatu ikatan perkawinan untuk membentuk rumah tangga sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh

masing-masing agamanya. Sejatinya seluruh agama mengajarkan agar perkawinan terjadi antara mereka

yang seiman, namun perkembangan jaman tidak membatasi hubungan antara kedua manusia hanya karena

berbeda agama. Hubungan cinta. Mellyana Manuhutu seorang perempuan yang beragama Kristen Protestan

dengan Prakaca Kasmir yang Moslem menjadi halangan bagi mereka untuk melangsungkan perkawinan

karena berbeda agama, oleh karena itu mereka mengajukan surat permohonan ke Pengadilan agar dapat

dikeluarkan penetapan atas ijin perkawinan berbeda agama. Penulis dalam menyeyelesaikan skripsi ini

melakukan penelitian atas penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan tersebut, baik secara langsung yaitu

melihat praktek dan efektifitas ijin perkawinan tersebut di lembaga yang berhubungan dengan masalah

perkawinan dan secara teori yaitu study perpustakaan guna mendapat data pendukung baik melalui undang-

undang, peraturan , buku dan literature. Perkawinan berbeda agama bukanlah perkawinan campuran karena

tidak mungkin mencampurkan dua aturan agama yang berbeda, oleh karena itu pengertian tersebut tidak

dapat dimasukkan dalam UD No. 1 Tahun 1974 terutama pasal 57 tentang perkawinan campuran. Dalam

peraturan perkawinan campuran Stb 18 98 No. 158 ditemukan yang mengatur bahwa perbedaan agama

bukanlah menjadi halangan untuk melangsungkan perkawinan (pasal 7 ayat (2)), sehingga. Majelis Hakim

dalam membuat penetapan menggunakan peraturan tersebut sebagai dasar pertimbangannya atas

dikeluarkannya penetapan tersebut maka perkawinan dapat · dilangsungkan dihadapan pegawai pencatat

perkawinan dengan demikian perKawinan tersebut adalah "sah menurut hukum" maka akibatnya istri

mengikuti hukum suami baik secara privat maupun publik. Karena perkawinan tersebut terjadi berdasarkan

penetapan pengadilan, maka akibatnya jika muncul permasalahan dikemudian hari akan diselesaikan melalui

Pengadilan, tidak berdasarkan agama suami- yang seharusnya diselesaikan di Pengadilan Agama karena

suami seorang Moslem.
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